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LEMBDARAN DAERAH FABUPATERN MUAR

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan teloh ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim MNomor 21 Tohun 2002 tentang Perubohan ofas
Peraturan Dasroh Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000
tentang Pembentukan Orgonisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah
periy dilakukan Penjobaron tugas pokok don fungsi Bodan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim ;

Bohwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud hurut
a peru menstopkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Penjebaran Tugas pokok dan fungsi Bodon  Perencanaan
Pembangunan Daerch Kabupaten Muara Enim.

Undang-undang Republik Indonesio Nemor 28 Tahun 1359 fentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1| dan Kotapraja di Sumatera Selatan
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Momor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;

Undana-undang Republik Indonesia Mormor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahon Daerah | Lembaoron Megars Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan lembaron Megara Republik
Indonesia Momeor 3839 | ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 fentang
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Doerah |
Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomeor 8 Tahun 1974 tenfang
Pokok-pokok Kepegowaion | Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomaor 55, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 ) sebogaimana  felah  divbah  dengan
Undang — undang Republik Indonesioc Momor 43 Tohun 1999
| Lembaran Megara Republik Indonesio Tahun 2000 Nemeor 169,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Normor 3890 1

5. Peraturan



MEMETAPKAN

s

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momeor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangon Pemerintoh don Kewenangan Propinsi
zebagai Dosrah Ctenem | Lembaron Negara Republik Indanesia
Tohun 2000 Momor 54, Tambahan Lembaran Megara Nomor
3952} .

6. Pergturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah | Lermbaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesio Momer 4262 | ;

7. FKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
taritang Teknik Penyusunan Percturan perundong-undangan dan
Bentuk Rancangan undang-undong, Raoncangan  Peraturan
Pemerintah  dan Roncangan Keputusan Presiden  {Lembaran
Megara Republik Indonesio Tahun 1999 Nomor 70)

8 Percturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momer 16 Tahun 2000
tentang  Kewenangan Pemerinfoh  Kobupaten  Muarg  Enim
| Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor
26 ;

9 Peraturan Dasrah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002
tertang Ferubahan atas Peraturan Doeroh Nomar 20 Tahun 2000,
teritang Pembentukon Orgonisasi dan Tota Kerja Lemboga Teknis
Daerah Kabupaten Muara Enim,

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMJABARAN TUGAS POKOK DAN
FUNGS| BADAN PERNCANAAN PEMBAMGUNAN DAERAH KABUPATEN
MUARS ENIM
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam kKeputusan ini yang dimaksud dengan :

e

Daerah adaolah Kebupaten Muara Enim.

Farmerntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.

Sekretaris Doerah adolah Sekretaris Doerah Kabupaten Muara Enim.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaon
Pembangunan Daerch Kabupaten Muara Enim

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Doarah
Kabupaten Muara Enim

kelompok Jobaotan Fungsional adaloh Kelompok Pegawal Meger sipil
vang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk meloksanakan kekuaton yang sesual dengan profes]
keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran fugas Pemernintah

L B 1

e,

Ly
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BAB I

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

i Badan Perencanaan Pembangunan Daarah merupakon unsur penunjang
Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

12} Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin seorang Kepala yang
berada diboweh dan bertanggung jowah kepada Bupati melalui Sekretaris
Drerah.

Pasat 3

Badan  Perencangan  Pembangunon Dasrah mempunyal  1ugas
menyelenggorokan  Perenconcon Pembongunan Doerah berdasarkan
kibijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut poda pasal 3, Badan Perencanaan

Pembangunan Caerah mempunyai fungsi ;

a. Perumusan  Kebijokan teknis dolom  lingkungan  Perencanaan
Pembangunan Daerah ;

b. Pelaksanaon Perencanaan Doerah  jongka pendek maupun jangka
ponjang daon inventarsosi permasalohon serfa meromuskan langkah-
longkah pemecahannya ;

¢. Menghimpun dan mengumpulkan dala-dato, analisa dan penilaion serta
evaluasi dan manitaring terhadap palaksanaan pembangunan dan proyek-
provek doerah ;

d. Menyelenggarakan keordinasi dan  penelition  untuk  kepentingan
perencanaan pembangunan dasrah ;

a. Pelaksonoan urusan kesekretariatan.

BAB WM
ORGANISASI
Bagian Perfama
SUSUNAN ORGAMISASI
Pasal 5
Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah terdin dari
Kepala
Sekratarial

Bidang Penelition
Bidang Perencanaan Pembangunan |

AR T« e

= El-idﬂﬂ;
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Bidang Perencanoan Pembangunan Il
Bidang Perencanaan pembangunan |
Bidang Perencanaoan Pembangunan [V
Kelompok Jabatan Fungsional

=D D

Bagian Keduag

SEKRETARIAT
Foszal &

Sekretariat Badan Perencancon Pembangunan Doerah mempunyal fugas
meloksanokan  penyusunan  program dan  perencanaan, kepegawoian,
keuvangan, perengkopan rumah tangga, kehumoson, surat menyurat dan
pelaporan,

Pasal 7

Untuk menvelenggarakan  tugas fersebut pada pasal 6, Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Mempelgjan dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan sebagai
bahan pelaksanaan tugas ;

b. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksancon penyusunan rencand
program kerja dan pelaporan ;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepagawaian ;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kevangan

¢, Pelaksanoan vrusan umum, rumoh fangga, perlengkapan, sural menyural
dan keorsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal B

Sekretarial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari ;

Q. Sub Bagion Rencono Kegiatan
b, Sub Bagion Umum

- Sub Bagion Keuangan
Pasal 9
(1 sub Bagian Rencana Kegiatan mempunyal tugas melaksanakan penylapan
bahan penyusunan don program kerja, pengumpulan dan analisa data,
penyajian data statistik serfa penyiapan program |
12} Sub Bagion Umum mempunyai tugas melaksanakan uruson administrast
kepegaweian, romah tanggo, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan,

perialonan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris ;

(3] Sub Bogian
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penyusunan anggaran, pengelolaon administrasi keuangan, pembukuan,
melokukan perhitungan don verfikasi don dokumenfasi mengendl
pelaksanaan program membuat laporan lahunan,

Bagian Keliga
BIDANG PENELITIAM
Pasal 11

Bidang Penelition mempunyal tugaos meloksanakan  penelificn dalam
pengembangan serfg meningkotkan kemampuan  dan ketrampilan dalam
pelaksanaon tugas serta melakukan inventarisasi dan dokumentasi mengenal
pelaksancon program dan membual laporan tahunan.

Pasal 12

Uniuk menyelenggarokan  tugos tersebut podo pasal 17, Bidang Penelitian
mempunyai fungsi

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun don mengelola informasi yang
berhubungan dengan bidang Penelition sebagai pedoman kerja

b, Penyiapon bohan dan penyusunon kebijakan pedomaon dan petunjuk
teknis di bidang penelitian ;

¢, Menginventarisasi  permasalahan-permasalohon yang  berbubungan
dengan bidong penelition don pengembangan serta penyiopan bahan
petunjuk permecahan masclah ;

d. Pemyusunan program penaliion, mengidentifikasi masalah dan mengelola
pelaksanaan program ;

Inventarisasi dan dokumentasi sata proyek dari Dinas, Bodan, kantor serta
lernbaga-lembaga lainnya ;

4

. mMemberlkan saran-saran dan pertimbangon kepada atasan sebogal
pelaksanaan 1gas |

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberlkan oleh atasan,

Pasal 13
Bidang Panelitian terdin dar -

a. Sub Bidang Penelitian
b, Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan
c. Sub Bidang Evaluasi

Pasal 14

1] sub Bidong Peneliion mempunygi tugas  mengembangkan  serta
reningkatkan kemapuan dan ketrampilan dolam pelaksanaan penelitian
daon melokukan kerjosama dalam bidang peneliion dengan badan /
instansi ofonom dan vertikal juga dangan Lembaga Perguruan Tinggi dan
lembaga Swasta ;

(2) 3ul BCang
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mengembangkan serla meningkatkan kemampuan dan keframpilon
dolam  mengembangkan don melokukan kerjgsoma dalam bidang
pengembangan dengan badon / instansi ofonom dna vertikal maupun
lembaga Perguruan  Tinggl /lembaga  swasta  sera  penyebaran
Pembangunan dalam daerah ;

(3} Sub Bidang Evalugsi mempunyal tugas evaluasi pelaksanaan keglotan
proyek serfa penyiopan bahan dalom rangka evaluosi perencancan
pembangunan.

Bagian Keempat
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN |
Pasal 15

Bidong Perencanaan Pembangunan | mempunyal tugas megkoordinasikan

dan menylapkan bahan penyusunan rencana pragram pembangunan bidang

Partanian, Kehutanan, Perkebunan, bidang Industd dan Perdogangan sarta

bldang Koperasi dan Dunla Usaha

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan  tuges dimoksud poda pasal 15, Bidang
Perencanaan Pembangunan | mempunyai fungsi :

g, Mengkoordinir rencana kegiotan dan peloporan pelaksanoan sub bidang-
sUD bidang ;

b, Pelaksanaan keordinasi horizontal dan verikal, baik ekstern moupun infern
guna kelancaran tugas sub bidang-sub bidang ;

¢. Pelaksanaan pengkgjion argh kebijekan yang telah disusun masing-
masing sub bidong ;

d. Peloksosoon pengkeordinasion dan mengatur peloksancan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan program sub bidang-sub bidang ;

o, Peloksanoan penotoan dan pengkajion pelaksanaan administrasi ;
f. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja ;
a. Pelaksanoan tugas lain yang diberikan cleh atasan.
Pasal 17
Bidang Perencanaan Pembangunan | terdir dari -
a. Sub Bidang Perfanian, Kehutanan dan Perkebunan |

b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan
. Sub Bidang Koperosi dan Dunio Usaha,

Posal 18
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Pasal 18

M Sub Bidang Pertanian, Kehutanon don Perkebunon mempunyal tugas
mempersiopkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan
Fertanion Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan ;

{2} Sub Bidang Indushi don perdagangon mempunyal fugas mempersiapkan
bahan penyusunan  rencana dan pogram  pembangunan industr dan
perdangangan

2] Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha mempunyal fungsi mempersiopkan
bahan penyusunon rencana dan program Pembaongunon Koperasi dan
Cunia Usaha,

Bagian Kelima
BIDANG PERENCAMNAAN PEMBANGUMNAN I
Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Il mempunyai tugas mengkosordinasikan
dan menylapkan bohan penyusunan rencana program Pembangunan Sub
Bidang Perhubungan, Pariwisata Seni dan Budaya, sub bidang surmber daya
alarn don sumber daya lingkungan dan sub bldang kesehatan, transmingras)
dan kesejahteraan sosial,

Pasal 20

Untuk menyelenggarokan fugas tersebut poda pasal 19, Bidang Perencanaan
Pernbangunan Il mempunyai fungsi -

a, Pelaksanaon pemberion rekomendosi rencana kegiotan dan loporan
peloksonoan sub bidang-sub bidang -

b. Pelaksanaan koordinasi horizantal dar vertikal | baik intern maupun ekstem
guna kelancaron ugas sub bidang —sub bidang ;

t. Peloksunoon Pengkajion arah kebliokan yong teloh disusun masing-
masing sub bidang ;

d. Pelaksonoon pengkoordinasion don mengotur pelaksenaon menitoring
dan evoluasi pelaksanaan program sub bidang-sub bidang

2. Pelaksanaan penataan dan membina pelaksanaan administrasi

f. Pelaksonoon pengkoordinasion peloksanaan program atau tugas lainnya
yang ada hubungan dengan Bidang Perencanaan Pembangunan Il ;

g. Peloksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
Fasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Il terdiri deri .

a. 5ub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Senl dan Budaya

i
b. Sub Bidang
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B

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia ;
Sub Bidang Kesehatan, Transmigrasi dan Kesejohteroon Sosial

Pasal 22

Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai
tugas menyiapkan don mengkordinir bahan  penyusunan rencand
program pembangunan prasarana pethubungan sekfor panwisata dan
telekomunikasi daoerah dan Sub Sektor Kebudayaan Doerdh ;

Sub Bidang Sumber Daya Alem dan sumber daya lingkungan mempunyal
tugas menylapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan rencand
program pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alom dan sumber
daya lingkungarn ;

Sub Bidong Kesehatan, Transmigrasi den  Kesejohteraan Sosial
mempunyai fugas menyiopkan dan mengkoordinir bahan penyusunan
rencana program pembongunan sub sekfor kependudukan dan keluarga
berencanaan, sub sekfor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Sub seklor
peranan wanita anak dan remaja.

Bagian Keenam
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Il

Posal 23

Bidang Perencanaan Pembangunan Il mempunyai tugos mengkoordinir dan
menyiopkon bohan penyusunan dibidang pendidikan, bidang pemukiman
dan prasarana wilayoh dan pertambangan dan energi,

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Bidang Perencanaan
Permbangunan Il mempunyai fungsi

4 B

Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pregram  pembangunan
dibidang agama ;

Penylapan bahan penyusunan rencana dan program  pembangunan
pendidikan ;

. Penyiopan laporan hasil kegialan sub bidang agama dan pendidikarn ;

Pengevaluasian pelaksanaan perencanaan pendidikan dasar menengaoh
dan pendidikan lanjutan tingkat atas S0, SMP, SMU, MAN ;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ofasan.

Pasal 25

Bidang Perencanaan Permbangunan Il terdin deri ;

a.

Sub Bidang Agama dan Pendidikan ;

b. Sub Bidang
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b. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah (KIMPRASWIL) ;
¢. Sub Bidang Pertambangon dan Enerqgi,

Pasal 24

{11 5ub Bidang Agama dan Pendidikan mempunyai tugas mempersiapkon
bahan penyusunan rencang program prasarana pendidikan  dasar,
pendidikan menengah don pendidikan Loniutan Tingkat atas (SD, SMP,
SMU, MAM) ;

(2} Sub  Bidang Pemukiman dan Prasarana wilayah { KIMPRASWIL )
meampunyal fugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pengaturan  dibidang Pemukimon dan  prasarana wilayah
[ prasarana jalan, prasaranda ingosi, praserana pemukiman, prasarana air
bersih, prasorana perkotoon dan perencanaan tata reang ) ;

(3] Sub Bidang Perlambangan dan Energi mempunyal fugas mempersiapkan
bohan penyusunan rencana dan program pertambangan dan energi.

Bagian ketujuh
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGLUNAN IV
Pasal 27

Bidang Perencancan Pembangunan [V mempunyai tugas mempersiapkan
bohan penyusunan rencana dan program kerjasama pembangunan dan
penjabaran serta penyusunan data statistik dan pembuatan laporan tahunan,

Paosal 28

Untuk menyelenggarokan tuges tersebut pada pasal 27, Bidang Perencanaan
Pembangunan IV mempunyai fungsi :

a. Pelaksanoan penghimpunan dan mempelajani peraturan Perundang-
undongan  kebijoksanaon teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta
hohan-bahan  lainnya  yong  berbubungan  dengan  kerjasama
pembangunan dan penyebaran ;

b. Pelaksanoan penyiapan bahan penyusunan kebijoksanaan pedoman dan
petunjuk feknis dibidang kerjasama pembangunan dan penyebaran ;

c. Pelaksanoan inventansasi permasalahan kerasama pembangunan dan
penyebaran, daota statistik dan pelaporan serta penyiapan bahan petunjuk
pemecahan masalah ;

d. Peloksanoon keoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran peloksanaan tugas ;

2. Menginventansasikan dafa pembangunan dari Dinas, Badon , Kantor serta
lembaga lainnyo ;

f. Pelaksanaon penyusunan data statsistik dan laporan tahunan ;

q. Pelaksancan
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3. Pelaksanaan pembenan saran-saran dan perfimbangon kepada atasan
sebagai peloksanaoon tugas ;

h. Pelaksanaan tugaos lain yang oleh atasan.

Pasal 2¢
Bidang Perencanaan Pembangunan Y terdiri darn ;

a. Sub Bidang Kerjosama Pembangunan dan Penyebaran ;
b, Sub Bidang Peloporan dan Statistik,

Pasal 30

(1) Sub Bidang Kerjasama Permnbangunan dan Penyvebaron mempunyal tugas
mempersiopkon bahan penyusunan rencang kerjgsama pembangunan
dengan Badan/ instansi Ofonomi Vertikal maupun Lembaga ;

(2] 3ub Bldang Peloporan dan Statistik mempunyal tugas  melakukon
penyusunan data statistik dan loporan tahunan hasil pembangunaon serta
hasil evaluosi peloksanaan kegiatan proyek tersebut serfa menyiapkan
pahan, dota statistik dan pelaporan dalam rangka evaluasi perencanaan
pembangunan.

Bagian Kedelapan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Fasal 3]

Kelempok labatan Fungsional mempunyal fugas meloksanakan sebagian
tugas Bodon sesual dengan bidang keohlion tenaga fungsional masing-
masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

{1 Kelompok Jabatan Fungsional terdin dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam  berbagoi tenoga  fungsional sesuai dengon  bidang
keahlioanya ;

(2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin cleh seorang tenaga
senicr yang ditunjuk cleh Kepala Badan ;

(3} Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;

(4} Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebogaimana dimaksud ayat (1) diafur
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BARB IV

PENUTUP
Pasal 33

Hul-hal yang belum diatur dalam Keputuson ini seponjung  mengenal
pelaksancannya okan ditetopkan tersendin oleh Bupati,

Pasal 34
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Pasal 34

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya  seliop  orang dopat  mengefahuinga,  memerintahkan,

pengundongaon keputusan ini dengon  penempatonnya dalam  Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di  Muara Enim
padatanggal 11 ActsTis 20009

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan  di  AMuara Enim
padatanggal 14 smreene snns

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

f‘“::&-f-wf
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 MOMOR /o S&T, )



